ISSN 2085-0824

AL-AWQARF

Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam

Peralihan Sratus Harta Benda Wakaf dalam Perspektif Hukum Pada
Masyarakar Sumatera Selatan
J. -!_‘ul KL"‘ILL.‘rI\J

Perjanjian Build, Operate, And Transfer (Bot) Pada Kerjasama Pembangunan
Commercial Building Diatas Tanah Wakaf Berdasarkan Ketentuan Hukum
Pasitit Indonesia

Helza Nova Lita & Eidy Sandra

Implementasi 'URF Pada Kasus Cash Wagf (Kajian Metodologi Hukum
Islam)

Svarial Dedi & Hardivizon

Konsep Nazhir Wakaf Profesional dan Implementasinya di Lembaga
Wakat NU dan Muhammadiyah

= FE
Al Khosim & Busro

Simbiosis Murualisnie Interrasi Wakaf dan Sukuk Dalam Meningkartkan
Investasi Pada Pasar Modal Svariah dan Mengurangi Kemiskinan
il' LI""‘&' f‘a.:u I".ll'h'l

Wakaf Manfaar Saham Svariah Unruk Kemashlahatan
M. Luthfi Khafid Alhakim

Pemanfaatan Endapan Dana Haji Dalam Menunjang Pengembangan
Daerah Wisata Ramah Mushm di Indonesia Melalui Wakaf Produkrit

F ] T i
Vidva Nurchaliza

Jakarta ISSN

AL-AWQAF Vol. 11 No. 1 Hal 1-116 Juni 2018 208540824

BADAN WAKAF INDONESIA
INDONESIAN WAQF BOARD







SR L o e ko A T
. P TR Ty I
- £ F
. = = l.....l-l.a.ﬂ......ll.l.-.ﬂv!-ll..













Peralihan Status Harra Benda Wakai dalam Perspekeifl Hukum.. - Ulya Kencana

Filosofi dari ajaran wakaf, bahwa harta benda
wakaf perlu dikelola agar menghasilkan dan
asetnya tetap untuk kepentingan kesejahreraan
masyarakat.’

Perkembangan hukum wakaf menggembira-
kan dalam tata negara hukum Indonesia, di
mana sebelumnya perkembangan konsep wakaf
di Indonesia yang datang tidak tiba-tiba, namun
melalui - proses panjang.’ Sejuk tahun 2004,
perwakafan di Indonesia sudah diakui sehagai
hukum dengan diundangkannya Undang-U ndang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan diikuti
dengan peraturan perundangundangan wakaf
lainnya. Keberadaan hukum Islam di Indonesia
mendapat  jaminan  peraturan  perundang
undangan seperti terdapat dalam Piagam Jakarca
22 Juni 1945 yang menjiwai UndangUndang
Dasar 1945 dan merupakan satu kesatuan dengan
konstitusi. Secara konstitusional Pasal 29 (1) dan
(2) Undang-Undang 1945 merupakan pengakuan
eksistensi hukum Islam di Indonesia. Keruhanan
Yang Maha Esa menjadi dasar Negara adalah
merupakan sila pertama dari Pancasila.* Dasar
hukum wakaf di Indonesia adalah Undang
undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf,
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
tentang Perwakafan Tanah Milik dan Undang
undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Sebelumnya perkembangan wakaf mengalami

stagnasi  karena minimnya regulasi  yang
mengatur perwakafan, sehingga berdampak pada
perkembangan wakaf di Indonesia.’

Namun hal itu tidak menjadikan perwakafan
di Indonesia menjadi tidak rentan dengan
permasalahan  hukum, rerutama aspek starus

hukum harta benda wakaf rtersebut  serelah
beralih  kepemilikannya. Kepemilikan individu
menjadi kepemilikan untuk umum. Kepemilikan
didefinisikan sebagai kekhususan terdapat pemilik
suatu barang menurut syara' untuk bertindak
secara bebas bertujuan mengambil manfaarnya
selama ridak ada penghalang syar'i.*

Persoalan yang berkaitan dengan harta benda
wakaf banyak menimbulkan akibar  hukum,
diantaranya ridak tercatatnya harta benda wakaf
secara resmi, tidak profesional Nazhir wentang
tugas dan wewenangnya, tidak pahamnya
masyarakat terhadap hal yang berkaitan dengan
perwakafan, pengelolaan harta benda wakaf
yang tidak profesional, serta kepastian hukum
status harta benda wakaf dari segi peralihan
kepemilikannya berdasarkan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto (2011:26), fungsi
hukum adalah sebagai kaidah, sebagai sikap
tindak atau perilaku teratur, dan membimbing
perilaku manusia. Pengaruh hukum tidak hanya
sebatas pada timbulnya ketaatan atau keparuhan
pada hukum tapi mencakup efek rotal dari
hukum terhadap sikap tindak atau perilaku yang
bersifat negatif maupun positif. Hukum sebagai
sistem terbuka merupakan tatanan (peraturan)
yang dipengaruhi oleh fakrorfakror kebudayaan,
sosial, ekonomi, sejarah dan sebagainya temasuk
keyakinan masyarakat.” Wakaf sebagai  suaru
kedermawanan dalam Islam sudah mentradisi
dalam kehidupan masyarakatnya sejak dahulu
dimulai pada masa Rasulullah Saw, berdasarkan

pada keyakinan untuk menjalankan  suatu
kebaikan terhadap sesama manusia  melalui
harta.

Hukum Islam di Indonesia merupakan

salah satu sistem hukum dari tiga sistem, dua

1 Ulya Kencans, Demokrasi dan Globalisas Flukum Wakaf di Indonesia, Jurnal Muamalah, Prograni Studi Muamalah Fakulas
Syari ah dan Hukum UIN Raden Famh, Palembang, Volume 2 Nomor 1, Desember, 2016, hal, 57
* FX Sumarta, Peckembangan  Pengaturan Objek Wakar dalam Perspekrif Hukum Tanah Masionsl dan Hukum Islam. Volume 4, Mo

2 Okzober 2013, Jurnal llmu Hukum Litigasi, hal. 7

4 Likar Pasal 1 Ayar (3) Keternpan MPR Rl Nomor IIZMPR/ 2000 Tentung Sumber Hulkuir dan Tarn Uratan Pertuean Perundang
Undangan menentukan bahwa sumber hukum dasar nastonal adalah Pancasila sebagaimana vang tertulis dalam Pembukasn LU 1945

*IFX Sumarta, Op.Cit, hal 7.

“ Hendi Suhendi, Figh Muamulah, Rajaswali Press, Jakarta, 2010, hal. 33,

" FX Sumarrs, Op.Cit.
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sistem vang lainnya adalah hukum Adac dan
hukum Barat. Perkembangan hukum islam
tidak lepas dari terdapatnya masyarakat muslim.®
Di Indonesia perbuatan wakaf sudah ada sejak
kedatangan Islam di Indonesia. Demikian pula
halnya, keberadaan wakaf sudah dijalankan dalam
kehidupan masyarakatnya termasuk di Kotamadya
Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia.
Kegunaan wakaf yang dilakukan oleh masyarakat
terbatas pada kegiatan sosial keagamaan, seperti
masjid, kuburan, madrasah, dan lain-lain (Nur,
2009: 9). Ditemukan data, bahwa kemanfaatan
harta benda wakaf di Kotamadya Palembang tidak
jauh berbeda yang dilakukan pada masyarakar di
daerah lain di Indonesia. Dengan adanya peralihan
status harta benda wakaf tersebut berakibar pada
peralihan status kepemilikannya.

Rumusan masalah adalah  bagaimana
peralihan status harta benda wakaf yang berada
di Koramadya Palembang, Tujuan penelitian,
adalah untuk mengetahui peralihan status harta
benda wakaf pada masyarakat Provinsi Sumatera
Selatan yang berada di Kotamadya Palembang.
Kegunaan dari penelitian secara teoritis mengkaji
peralihan status hukum harta benda wakaf yang
ada di Kotamadya Palembang sebagai sumbangsih
pemikiran hukum Islam di bidang hukum wakaf
terutama bagi pengembangan ilmu hukum wakaf
itu sendiri. Pada tataran praktis, penelitian ini
dapat memberikan kontribusi bagi para pihak
yang berkompeten di bidang kajian perwakafan
secara umum dan praktisi di lembaga perwakafan
di Indonesia, baik di instransi pemerintahan
maupun lembaga wakaf swasta. Penelitian ini dapat
dijadikan sebagai bahan rujukan bagi pengajaran,
pendidikan, penyuluhan dan pengembangan bagi
penelitian-penelitian serupa, terutama terciptanya
kepastian hukum bagi status harta benda wakaf
yang berada di Kotamadya Palembang Provinsi
Sumatera Selatan dilihat dari sisi peralihan harta

benda wakaf itu sendiri.

8 Sufyan Mei Utama, Op.Cit. hal. 3
Y AFK Orga

B. Kerangka Teori

Teori yang digunakan adalah teor N“L’iﬁq
Kesejahteraan sebagai landasan dalam mep ) 9
permasalahan  penelitian tethadap  pergjjp,,
status harta benda wakaf yang ada di masyar,)..
di Kotamadya Palembang dan
Banyuasin. Konsep negara kesejahteraan (wqlfy,,
state) dalam politik pembangunan hyky,
ekonomi Indonesia, di negara maju menemp},
pembangunan melalui tiga tingkat  sehay,
berikut.

l\ill:‘l II'_I[""..;I

1. Unifikasi (unification). Permasalahanny,
bagaimana mencapai integrasi politik unnk
menciptakan  persatuan  dan  kesatuan
nasional.

2. Industrialisasi  (industrialization).  Sebagai

perjuangan untuk pembangunan ekonomi
dan modernisasi politik.

3. Negara kesejahteraan (social walfare). Tugas
utama negara, adalah melindungi rakyat dari
sisi negatif industrialisasi dan memberulkan
kesalahan pada tahap sebelumnya dengan
menekankan kesejahteraan masyarakat.”

Negara memiliki tugas utama yaitu me-
lindungi rakyat dan menciptakan kesejahteraan
bagi masyarakat. Untuk itu upaya legalisasi
hukum wakaf Indonesia berkepastian hukum
dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat
dari aspek hukum. Kepastian hukum terhadap
status harta benda wakaf yang diberdayakan bagi
kepentingan masyarakar ritualitas dan sosialitas
belum sepenuhnya terwujudak secara produlktif
bagi kesejahteraan masyarakar itu sendiri secard
ekonomis. Banyak pihak yang ikut berperan bagi
pemberdayaan harta benda wakaf, memiliki fungs!
yang sangat penting dalam upaya menciptakan
kesejahteraan rakyat. Hal utama dan terpenting
adalah peralihan starus harta Benda wakaf it
sendiri dari kepemilikan individual kepad
kepemilikan umum.

Mk]'., dallm Erman MEEUEEUL1 4]““"1 ng?j Mﬂln Hub:um dalam Pcmb,u_naunan pidﬂ Era Globalisasi: E“-Lpli.li.-“i“‘ll'l

uk di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar divcapkan pada upacara penerimaan gury besar bidang fyukum
ﬁm‘d&:&}:‘ Uﬂnm;m Indonesia, Jakarta, diakses 24 Mei 2011, 10.45 WIB, dalam Ulya Kencana, Hukum Wakaf Indones
S:jgm]l:,, 1 andasan Hukum dan Perbandingan antar Hukum Barar, Adat dan Islam, Setara Press, Malang, 2017, hal. 155-156.
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C. Kerangka Konsep
1. Peralihan

Peralihan hak atas tanah dapat dialihkan
atau diperalihkan.” Peralihan hak atas ranah
dilakukan oleh pemilik hak atas tanah. Seseorang
dikatakan sebagai pemilik hak atas tanah dapat
diketahui dari bukti kepemilikan hak atas tanah
yang dimilikinya. Bukti kepemilikan hak atas
tanah ini dapat diketahui melalui sertifikar hak
atas tanah. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa serriftikat
merupakan surat tanda bukei hak yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data
fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya,
sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut
sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan
buku tanah hak yang bersangkutan.

Hak atas tanah adalah hak yang memberi
kewenangan kepada seseorang yang mempunyai
hak untuk mempergunakan atau mengambil
manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah
berbeda dengan hak penguasaan atas tanah.

Hak-hak atas tanah yang dimaksud diatur
dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria (L'UPA) sebagai berikur.
1. Hak milik.
2. Hak guna usaha.
3. Hak guna bangunan.
4. Hak pakai.
5. Hak sewa.
Hak membuka tanah.

e

Hak memungut hasil hutan.

Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam
halchak tersebut di atas yang ditetapkan dalam
undangundang serta hakhak vyang sifatnya
sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal
53 yaitu ;

a. Hak gadai.

b. Hak usaha bagi hasil,

c. Hak menumpang.
d. Hak sewa tanah pertanian.

Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya
hak atas tanah dari pemegang hak vang lama
kepada pemegang hak yamg baru. Ada 2 (dua)
cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan
dialihkan. Beralih menunjukkan berpindahnya
hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang
dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui
pewarisan. Sedangkan dialihkan menunjuk pada
berpindahnya hak atas tanah melalui perbuaran
hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya
melalui jual beli.

Sebelum berlakunya UUPA, peralihan hak
atas tanah didasarkan pada :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUH-Perdata).

2. Owverschrijvings Ordonantie Sraatsblad
1834 Nomor 27.

3. Hukum adat.

Setelah berlakunya UUPA, maka peralihan
hak aras tanah didasarkan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang
Pendaftaran Tanah (PP No. 10 Tahun 1961)
sebagaimana telah diubah dengan Peraruran
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997).
Dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997
disebutkan bahwa, "Pemindahan hak atas tanah
dan hak milik atas satuan rumah susun melalui
jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan
dalam perusahaan dan perbuatan hukum
pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan
hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika
dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT
yang berwenang menurut ketentuan peraturan
perundangundangan yang berlaku.”

2. Status Hukum

Pengertian status adalah
keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan
sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakar

secara bahasa

HMM Peralihan Hak Milik Atas Tanah karena Hibah, 17 Januari 2017, hrtpsy//santussehandiwordpress.com, diakses

Kamis; 29 November 2018, 15.11 W1B
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disekelilingnya”!  Pengertian  hukum,  yairu

keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh
hakim (dalam pengadilan); vonis."

Disimpulkan pengertian status  hukum
dalam penelitian ini adalah kedudukan harta

benda wakaf menurut peraturan, yaitu peraturan
perundang-undangan wakaf dan hukum asalnya,
yaitu hukum wakaf Islam.

Pengertian harta benda wakaf secara etimologi
wakaf berarti alhabs (menahan). Wakaf menurut
terminologi, ialah menahan suatu barang dan
memberikan manfaatnya (tahbiisul ashl wa tashiilul),
tahbisul ashl, yaitu menahan barang. Pengertian al
ashl adalah jenis barang, seperti rumah, pohon,
tanah, dan mobil serta yang serupa dengannya.
Wakaf bisa berupa baranghbarang yang bergerak
ataupun yang tetap.” UndangUndang Nomor
41 Tahun 2004 tentang Wakaf mendefinisikan
wakaf, adalah perbuatan hukum wakif untuk
memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian
harta benda miliknya unruk dimanfaatkan
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan
ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut
syari'ah.”* Harta benda wakaf menurut Undang-
Undang Wakaf, adalah hanya dapar diwakafkan
apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara
sah," serta mengklasifikasi jenis benda yang dapar
diwakafkan berupa benda bergerak dan ridak
bergerak.

3. Palembang

Kebanyakan masyarakat menghubungkan
nama Palembang dari kata limbang yang men-

dapat imbuhan pe. Kawa limbang menurut

Kamus Bahasa Indonesia berarti melimban, atay
mencucl (emas, intan, beras, dsb) dengan (.
mengayak dalam nyiru.” lmbuhan pe- menyarak,,
tempat, " Salah satu mata pencaharian pendudyl
di Palembang zaman dahulu adalah melimban,
emas di Sungai Tatang, Palembang dahulu disch,,,
Pelimbang, kemudian nama Pelimbang beryhy},
menjadi Palembang setelah wilayah ini dikyae;
oleh Jenderal de Cock, 1 Juli 1821.% Dylay
sejarah Cina (1225), pertama kali yang digunakan
dengan nama Po-Lin-Fong, 100 tahun kemudian
Wang TaYuan menyebutnya menjadi Ku-Kang
(Kiu-Kiang)."

Sumber
berasal dari kata lembang yang mempunyai arti
tanah yvang bertekuk, tanah yang rendah. Bila

lain menyebutkan, Palembang

dikaitkan dengan bahasa melayu Palembang, kata
Lembang berarti air yang merembes/rembesan,
dan imbuhan pa- menunjukkan tempat, yairu
tempat atau keadaan. Arti dari kata rtersebur
menggambarkan keadaan wilayah
yang ranahnya berair.®® Kota Palembang adalah
ibu kota provinsi Sumatera Selatan, Palembang
adalah kota terbesar kedua di Sumatera setelah

Palembang

Medan., Luas wilayahnya 358.55 km2 dengan
1,8 juta orang dengan
kepadatan penduduk 4.800 per km2.

penduduk  sebanyak

C. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu  relah dilakukan oleh
Joko Tri Haryanto dengan judul "Pelayanan KUA
Terhadap Persoalan Keagamaan di Kabupaten
Belu Nusa Tenggara Timur”, pada tahun 2011

Hasil penelitian adalah membahas persoalan

! Kamius Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Cer. ke, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaks, Jakarta, 2005, Hal. 1090

2 Op.Cit., Hal. 410
D ey Syarbul Mumei’ Kitaabul Wagf wal Hibah wal

Cetke1, Syaikh Muhammad bin Shalih al'Utsaimin, Daar Tbnil Jaust

2005 M/1326 H, penerjemah Abu Hudzifah, 2008 M/1429 H, Panduan Whakaf, Hibah dan Wasiar: Menwrat alQue'an dan as-Sunnah.

Cet.ke-1, Pustaka Imam asySyafi'i, Jakarea, hal.6

W Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal | ayat (1).
15 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 15
¥ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-2, Tim Peryusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembung Bahasa, Bala Prstak:

Jakarma, 1991, Hal. 593

7 |ndonesia: Welcome to the City of Palembang the Land of Sristjoya, Dinas Pariwisata Palembang, 2000, Hal. 1,

1B

Perjuangan Sri Sultun Mahmoed Baderedin 11, Akib, R.H.M (Rhama), ip, Palermbang, 1979, Hal, 73

19 Het Suhtanar Palembang 1811-1825, M.Q. Woulders, Martinus Nijhoff, Gravenhage, 1975, Hal, 74

B geiarah Perkembangan Pemerintahan Kot Madya Daerah
Palembang, 1999, Hal.5

)

Tingkar 11 Palembang, Diohan Hanafiah, Pemda Dari 1 Pulembank:
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keagamaan umat Islam secara umum berkaitan
dengan pembinaan keagamaan, konsumsi daging
halal, dan kerukunan umatr beragama. Secara
khusus pelayanan KUA di Kabupaten Belu adalah
melakukan pelayanan pencatatan nikah, wakaf
dan haji, juga menyelesaikan persoalan keagamaan
secara internal dan eksternal.”

Persoalan  yang masuk dalam  ranah
pelayanan KUA adalah permasalah perwakafan,
karena sering terjadi perselisihan batas tanah
wakaf antara pengelola dengan warga sekitar;
ketidakjelasan status wakif, adanya pengelola
vang kurang amanah, dan pengurusan wakaf
di wilayah mualaf.®? Sedangkan persoalan
perwakafan, KUA  membantu pengurusan
sertifikasi wakaf. Namun terhadap persoalan yang
muncul, KUA bersama dengan Penyelenggara
Zakat dan Wakaf Kankemenag Belu berupaya
melakukan pendekatan terhadap pihak-pihak
vang terlibat.??

Perbedaan dengan penelitian sekarang adalah
pada aspek peralihan status harta benda wakaf
yang berada di Koramadya Palembang Provinsi
Sumatera Selatan. Dalam penelitian terdahuly
membahasan ketidak jelasan status wakif, dan
penelitian sekarang adalah menelir tentang
peralihan status dari pada harta benda wakaf di
daerah Palembang,

Firman Muntago, dengan judul penelitian
“Problematika dan Prospek Wakaf Produkeif
di Indonesia”, menganalisa problematika per
wakafan di Indonesia yang difokuskan pada
manajemen dan pengelolaan harta wakaf oleh
lembaga wakaf yang masih tradisional dan
jauh dari orientasi produktif sebagaimana yang
diinginkan Undang-Undang Wakaf,

Perbedaan  dengan penelitian  sekarang
tentang problematika perwakafan di Indonesia,

LUlva Kencana

diantaranya peralihan status harta benda wakaf
yang tidak jelas secara hukum (ridak tercatat),
tertulis atau lisan yang menyebabkan perubahan
status harta benda itu sendiri.

D. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan
sebagai berikut.

1. Jenis dan Sifat Penelitian
Jenis penelitian yaitu yuridis normarif, adalah
suatu jenis penelitian yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau
data sekunder,” berupa aturan perundang
undangan, literatur yang berkaitan dengan
permasalahan, pendapat para ahli dan
sebagainya. Bahan pustaka berkaitan dengan
pengertian dan pendapatr pakar hukum
(fugaha) tentang definisi peralihan, status
harta benda wakaf, dan lain-lain.

Yuridis  sosiologis, adalah  suatu jenis
penelitian  yang dilakukan dengan cara
mendapatkan bahan hukum langsung dari
masyarakat sebagai sumber pertama dengan
melalui  penelitian lapangan,”  berupa
keterangan dari wawancara terkait dengan
permasalahan hukum yang diteliti.

Sifat penelitian adalah PAR (Participatory
Action Research) yairy deskriptif, adalah suaty
penelitian yang bertujuan unruk melukiskan
atau  menggambarkan secermat mungkin
mengenal suatu individu, keadaan, gejala
atau kelompok terteny 2 Digunakan untuk
mendeskripsikan  pelaksanaan perwakafan
di Kotamadya Palembang Provinsi Sumatera
Selatan dilihat dari perspektif hukum wakaf,
yaitu hukum Islam dan hukum wakaf
Indonesia.

untuk meneliti

=
Pelayanan KUA terhadap Persoalan Keagamaan di Kabupaten Belu. Joko Tri Haryanto, Jurnal Analisa, Volume XVIIT, No. 02,

Juli- Desember 2011, Hal, 260,
nﬁtlﬁlkﬁﬁ
2 1bd, Hal. 267

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Cet. ke3, Balaj PuPengantar Penelitian

%&msﬁm Cet.ke-3, Universitas

Indonesia Press, Jakarta, 1986, Hal. 51

GM‘-MM 45 " Penelitian, Mely G. Tan, dalam Koengjaraningrat, MetodeMetode Penelitian Masyarakar, Cetke-2, PT.
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negara kesejahteraan (welfare state) bertujuan
sama dengan wakaf, yaitu unruk kesejahteraan
umum. Konsep Negara Kesejahteraan dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk
memajukan  kesejahteraan  umum yang ber-
dasarkan keadilan sosial. Negara Indonesia
adalah suatu negara hukum bertujuan mewujud-
kan kesejahteraan umum
masyarakat  adil
Pancasila,¥

y membentuk suaty

dan  makmur berdasarkan

Indonesia sebagai Negara Hukum sekaligus
Negara Kesejahteraan. Tujuan hukum Islam
dengan  tujuan dibentuknya  pemerintahan
Indonesia tertera pada alinea keempat Pembukaan
UUD 1945 untuk memajukan kesejahteraan
umum.* Tujuan hukum wakaf Indonesia untuk
kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum
menurut syari'ah. Tujuan hukum Islam untuk
kemaslahatan manusia (umar), maka ketiga tujuan
ini saling berkairan dalam upaya menuju kepada
konsep Negara Kesejahteraan (walfare state).

Ada hubungan timbal balik antara tujuan
negara, tujuan hukum Islam dan tujuan hukum
wakaf Indonesia itu sendiri bagi kemashlahatan
masyarakat untuk kesejahteraan umum disamping
untuk kepentingan peribadatan bagi umat Islam
di Indonesia. Status harta benda wakaf perlu
kejelasan dari aspek legalitasnya, dengan demikian
masyarakat merasa nyaman dan terlindungi
secara hukum, dan kejelasan status hukum bagi
peruntukan harta benda wakaf untuk peribadatan
dan kesejahteraan masyarakat.

3, Sistem Pemerintahan Indonesia, C.S.T. Kansil, dan Chistine ST Kansil, Edisi Revisi, Bum Alsara
2 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sesungguhnys kemerdekaan itu fala
penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikeman
kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagin dengan selumar

Pengertian wakaf dalam Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, adalah
perbuatan hukum wakif untuk memisahkan
dan/atau menyerahkan sebagian harta benda
miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau
untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna keperluan ibadah dan_f:‘
atau kesejahteraan umum menurut syariah.*
Peruntukan harta benda wakaf untuk ibadah dan
kesejahteraan umum. Agar terwujud peruntukan
harta benda wakaf diperlukan kejelasan hukum
terhadap aspek status benda yang diwakafkan.

l. Tata Cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf
dan Akta lkrar Wakaf

Wakaf berdasarkan pada rtujuan  hukum
dalam masyarakat adalah

sebagai alat
untuk mencapai tujuan negara dalam
menyelenggarakan  kesejahteraan  sosial.

Subekti berpendapat, hukum itu mengabdi
pada tujuan negara yang dalam pokoknya
ialah  mendatangkan  kemakmuran dan
kebahagiaan pada rakyatnya.**

Untuk itu perlu ketertiban dan kepastian
hukum hukum wakaf bagi status harta
benda wakaf. Wakaf sebagai perbuatan
hukum sudah lama melembaga dan di
praktikkan di Indonesia, sejak Islam masuk
ke  Nusantara.® Hukum tidak  dapat
dipisahkan  dari kehidupan masyarakar,
hukum ada karena adanya masyarakar dan
masyarakat membutuhkan hukum untuk
mengarahkan  serea mengatur - kehidupan
masyarakat menuju ke arah yang positif,

« Jakarta, 2003, Hal. 14.

hhﬂkmhhlumdmulehuhab&u.
usiaan dan per n; Dan perjuangan s

pergerakan
SCnlosn mma 4
pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makm e tan rakyat Indonesia ke debun

Kuasa dan dengan d
denganini kemerde

kemerdekaan kebangsaan Indonesia ity dalam suaty UndangU

Dasar negara
dan dipimpin oleh hikmar ke
beradab, persatuan Indonesia, hrlkmﬁ?l“gth i o bijaksanaan dalam pe

" Ibid., Pasal 1.

oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan |

ur; Atas berkar rahmar Allah Yang Maha

perdamaian abadi dan keadilan sosial, m.,ﬁpﬁ .
lhdunuii.:'lng tetbentuk dalam suany Susunan

3 Pengantar lmu Hukum Indonesia, Cet. ke-1, C.S.T. Kansil, dan Chistine S.T. Kansil, Rincka Cipta, 2011, Hal. 36.
ﬂmmmm&mmmmmmmmmhmﬁ,mmmm
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Aset harta wakaf tidak semestinya didiamkan
dan ridak memberikan hasil bermanfaat. Di
atas pijatan filosofis ini wakaf menumbuh.
kan dampak kesejahteraan bagi

mereka
yang berhak menerimanya tanpa

mengenal
batas pula.® Filosofi wakaf, menahan pokok

harta benda dan memberikan manfaatnya
untuk orang lain. Wakaf dapat memberikan
manfaat  seluasluasnya kepada khalayak
umum dalam jangka waktu yang panjang.?
Fungsi harta benda wakaf bagi masyarakat,
bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi
dan manfaat ekonomis harta benda wakaf
untuk kepentingan ibadah dan untuk
memajukan kesejahteraan umum

Dalam UndangUndang Wakaf dinyatakan,
bahwa harta benda wakaf hanya dapat
diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai
oleh Wakif secara sah® Berkaitan dengan
pernyataan dalam pasal tersebut dapat
dimaknai, bahwa status harta benda wakaf
harus berdasarkan kepemilikan yang sah
dari wakif, bila tidak, harta tersebut tidak
dapat diwakafkan. Adapun harta benda
yang dapat diwakafkan dalam perspektif
hukum Indonesia adalah benda tidak
bergerak dan benda bergerak* Aturan
hukum wakaf bersifat formal dan obyekrif.
Wakaf sebagai tradisi dalam masyarakat
Islam berjalan sesuai dengan aturan agama
yang tidak formal dalam tatanan kenegaraan.
Sekarang masyarakat diformat dan diarahkan
dalam tatanan mekanistik, serba tertib dan
teratur dengan menonjolkan asas kepastian

ke-1, CV. Grafika Telindo, Palembanyg, hal. 6

4 Prospek Wakaf Uang Di Indonesia, Sumuran Haraha

ISSN 20850824, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, | Januari 2011, Hal,

* Arah Program Pemberdayaan Wakaf Nasional, Thobib al-#
2 [bid. Pasal 5

. al-Asyhar, Jumar, 4 Mej
nag.go.id, diakses Selasa, 28 Agustus 2012, 11.00 WIB

hukum.* Kepastian hukum bagi status harta
benda wakaf adalah tertulis. Asas rertulis
tertera dalam al-Quran surat al-Bagarah ayat
282.283. Hukum Islam mengatur tentang
anjuran kepada manusia, hendaknya suatu
perikatan dilakukan secara tertulis, dihadari
saksi-saksi, dan diberikan tanggungjawab
individu yang melakukan perikaran, dan yang
menjadi saksi.*

Beberapa indikator yang terdapat dalam
undang-undang wakaf, yaitu pemikiran
progresif tentang wakaf produktif, penguatan
kelembagaan wakaf secara nasional, penataan
administrasi manajemen  wakaf, dan
penegakan hukum perwakafan.¥ Kepastian
status harta benda wakaf dalam perspektif
hukum bagi penguatan wakaf itu sendiri.

Studi kasus yang ada di masyarakat, masih
banyak terjadi harta benda wakaf ridak
dilakukerpelihara, hilang lenyap dan terjadi
sengketa terhadap status harta benda ter-
sebut, hal itu rerjadi akibat tidak tercatatnya
akta peralihan status harta benda wakaf.
Masih ada praktik wakaf yang dilaksanakan
di Indonesia masih konvensional yang
memungkinkan rentan tethadap berbagai
masalah dan tdak sedikic vang berakhir
di pengadilan.® Prakeik wakaf dalam tara
kehidupan masyarakar
berjalan tertib dan efisien sehingga dalam
berbagai kasus harta benda wakaf tidak
terpelihara sebagaimana mestinya, telantar

atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan
cara melawan hukum,#

belum sepenuhnya

p, dalam nl-g;-qf. Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Volume IV, Nomor 04,

2012M/12 Jumadil Akhir 1433 H, 1336 WIB,

3 Pajak regressive adalah pajak yang menerapkan tarif yang semakin menurun dengan semakin tingginya jumlah penghasilan yang
kena paj -

Grafika Telindo Press, Palembang, hal. 5
bid mfmd Dijunaidi, Thobieb Al-Asyhar, 2005, Op.Cit., hal. 8

Figih dan PerundangUndangan: (Suar Alternadf Pengentasan Kemiskinan), Cer.

‘Duski Ibrahim, 2008, Wakaf dalam Mckﬂfmqihﬁnwlndamlhmﬂumﬁfw

% Duski Ibrahim, 2008, Wakaf dalam Perspekeif

% M.A., 2001, hal. 21 '
ﬂmmm,,mn.amwmmmmﬂnhnnmm

n Kemiskinan),
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1) Kelurahan/Desa 22 Ilir

Data vang didapatkan di Kecamatan Bukit
Kecil di Kelurahan/Desa 22 llir, berdasarkan
wawancara dengan Lurah 22 Ilir, bahwa rerdapat
beragam kasus yang berkaitan dengan status wakaf
di kelurahan 22 Ilir sebagai berikut.”

a) Wakaf lisan, yang tahu sejarahnya adalah
Lurah pertama di Kelurahan 22 Ilir (1981),
yang dulunya dipimpin oleh Kepala Kampung
22 [lir, dan menjadi Lurah pertama pada saat
diubah menjadi Kelurahan 22 llir.

b) Wakaf langgar berlokasi di RT. 13 merupakan
wakaf keluarga yang dipakai dan dikelola oleh
keluarga wakif itu sendiri.

¢) Wakaf mushola, lokasi di RT. 1 yang wakif-
nya, adalah Kemasagus Ujang.

lenis wakaf yang sering diberikan oleh
masyarakat di Kelurahan 22 Ilir, adalah wakaf
tanah. Namun wakaf tanah di sini belum
didaftarkan/dicatatkan di negara (Kantor Urusan
Agama, untuk selanjutnya disingkar KUA),
karena wakaf dilakukan secara lisan. Jumlah
tanah wakaf yang terdaftar tidak dapat dilacak,
karena berdasarkan hasil wawancara terdapat
wakaf tanah namun tidak dicatatkan di KUA. Hal
ini terjadi karena masyarakar kurang memahami
bahkan tidak mengetahui sama sekali berkenaan
dengan peraturan perundangundangan tentang
wakaf dan tata cara dalam dalam melaksanakan
wakaf di Indonesia.

Dapat dipahami bahwa pelaksanan per-
wakafan di Kelurahan 22 Ilir belum sesuai dengan
aruran hukum vang ada. Meskipun sebenarnya
wakaf telah dipraktekkan oleh masyarakat di sejak
dahulu. Dari penelirian didapatkan keterangan,
bahwa terdapat aset harta wakaf yang dikelola
oleh wakif itu sendiri yang berfungsi juga sebagai
Nazhir, yaitu wakaf tanah yang didirikan diatasnya
mushola dan langgar sebagai wakaf keluarga yang
dipakai untuk kepentingan sendiri.

Praktik wakaf di Kelurahan 22 1lir i tidal
berkembang dengan baik, karena hany, Ofing.
orang tertentu yang melakukanya dahuly, dan
sekarang tidak ada lagi yang Dberwakaf tang}
untuk didirikan masjid secara individy, Faktor
yang menyebabkan wakaf belum i‘lcrlct’mhanu
secara dinamis di kelurahan ini karena mahalm,n;;
aset tanah di lokasi ini dan masyarakar yan,
menganggap berwakaf sulit dilaksanakan karen,
hanya memiliki harta benda yang seyogyany
dipakai untuk keperluan pribadi.

Jenis wakaf yang dilakukan oleh masyarakat
di Kelurahan 22 Ilir ini berupa tanah yang
peruntukannya untuk peribadatan yaitu langgar
dan/mushola. Masyarakat kebanyakan belum
mengetahui tentang peraturan tentang wakaf di
[ndonesia yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf. Tidak didapatkan data yang
berkaitan masalah sengketa harta benda wakaf
di Kelurahan 22 [lir ini. Dapat dikatakan bahwa
Nazhir yang mengurusi wakaf di Kelurahan 22
llir dapar menjalankan amanahnya dengan baik,
sehingga harta benda wakaf yang ada memberikan
manfaat yang baik bagi masyarakat sekitarnva.
Manfaat yang diberikan dari harra wakaf yang ada
adalah untuk peribadatan.

2) Kelurahan/Desa 24 llir

Berdasarkan wawancara dengan Lurah 24
[lir, bahwa tidak diketahui jenis wakaf yang
sering diberikan oleh masyarakar di Kelurahan
24 llir. Sehingga tidak diketahui starus hukum
dari aset harta benda wakaf di Kelurahan ini
telah didaftarkan/dicatat atau tidak. Tidak
diketahui jumlah tanah wakaf yang terdaftar, tat
cara pendaftaran aset benda wakaf. Masyarakat
dan aparatur pemerintahan setempat tidak
mengetahui  adanya aturan  hukum  dalam
melaksanakan wakaf menurut aturan hukum
wakaf Indonesia.

Pelaksanan perwakafan di Kelurahan 3‘%
llir praktiknya di masyarakat belum sesud

5! Wawancara, 31 Okeober 2017, 12.00-13.00, Kelurahan 22 llir, Palembang

52 Mukhyar Fanani, 29 Seprember 2011, Wakaf

Untuk Kesejahternan Unat, Makalsh Stadium General, Fakultas Syar'ah A/

Surakarea, hal. 19, diskses 28 Agustus 2013, Kamis; 1110 WIB hal. 1819
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dengan aturan hukum vang ada, baik itu hukum
Islam dan hukum wakaf Indonesia {peraturan
perundangundangan wakaf di Indonesia). Secara
global praktik wakaf sudah ada dalam kehidupan
masyarakat kota Palembang sejak dahulu kala
seiring masuknya Islam di Palembang. Sehingga
udak diketahui ada arau tidak masyarakat yang
mengelola harta wakaf oleh pewakif itu sendiri.
Dapat dikatakan bahwa prakeik wakaf di
Kelurahan 24 Ihir wdak berkembang. Faktor
vang menyebabkan wakaf belum berkembang
di kelurshan ini karena pengetahuan tentang
keutamaan dan pentingnya  berwakaf tidak
diketahui oleh masyarakat dengan baik. Pola
pengelolaan  (manajemen) yang tepar bagi
pengembangan wakaf di Kelurahan 24 lir ini
tidak diketahui. Schingga tidak pula didapatkan
data vang berkaitan keberadaan aset benda wakaf
menjadi lenyap atau tidak, dapat memberikan
kemaslahatan berkelanjutan bagi  masyarakat

Sosialisasi peraturan tentang wakaf di
Indonesia yairu Undang-Undang Nomor 4l
Tahun 2004 tentang Wakaf belum diketahui
pada umumnya di Kelurahan 24 llir. Masalah
sengketa harta benda wakaf tidak ada, dengan
demikian tidak ada data tentang Nazhir yang
mengurusi wakaf di Kelurahan 24 Ilir menjalan-
kan amanahnya dengan baik atau ridak, serta
harta benda wakaf yang ada telah memberikan
manfaat yvang baik bagi masyarakat sekitarnya
atau udak.

b. Status Harta Benda Wakaf di Kecamatan

Kertapati

Secara umum data yang didapatkan ber-
kaitan dengan starus tanah masjid yang berada
di Kecamatan Kertapati, Palembang, Sumatera
Selatan, bahwa terdapat 50 buah masjid jami’
yang tanahnya berstatus dan didaftarkan sebagai
tanah wakaf, dari 53 buah masjid jami yang ada,

sekitarnya atau tidak, wakaf masyarakar berupa selebihnya tanahnya berstarus SHM.
masjid, yavasan, pesantren, atau yang lainnya.
Tabel 2
Dafrar Masjid/Musholla
Kecamatan Kertapati, Palembang, Sumatera Selaran
Masid | 1 | | [y
| . Tahum ~ Kabupaten’ g Status
“i’f;m-m. Al Kota 'Km“j"'“““m!m
1 Masjid 1993 UL SD Muhammadiya 15 |Kota Palembang [Kertapati  |Sumatera |Masjid | Wakag
iAlRadilah | RT. 37 Kel. Keramasan IESd.um | S
'! _| 'Kec. Kerrapaci -_
2 Masid AL 2007 |Lr. Swakarsa RT. 10RW.  Kota Palembang [Kertapati | Sumaters ‘Magid Wiakas
‘Immuull 02 Kel. Kemang Agung I ' Sclatan  [Jami’
] Kec. Kertapati l
3 [Maspd Ak 1961 ]I Ki. Merogan RT. 41 RW. ' Kota Palembang | Kertapar ‘Sumaters |Masiid | Wakay
Falah (Lama) Kel. Kemang Agung Scatan  Jami’
Kec. Kerrapan
Hijrah |05 Kel. Karyajays Kee. Sclatan  Jamy’ :
Kertapan
| AL 2007 JLTPAHRT 30K  Kom Palembang [Kertapat N
o s Kesamasen Kec. Kertapasi S [:‘i?;?‘ pud
6 Masid Al 1967 JL Ki Merogan Rr. 13 Kel. ‘Kot Palembang Kertapati t-w Waakaf
15
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] iHasjid 1980  [Sei Keramasan RT. 16 RW. Kota Palembang IICi:napnti :Sl.J-ntill:r:m Masjid _EFHE“"
Eﬁl-lkhla,a 06 Kel. Karyajaya Kec. | ; Selatan | Jami’ j
| Kertapati |
9 [Masjid 1987  |]I. Merante Sei Buaya RT. |Kota Palembang |Kertapati Sumnlfm_Ma;._\m"
I:’ﬂ-[khhs 34 RW. 08 Kel. Kemas Selatan  |Jamj'
| Rindo Kec. Kertapari
= : ——
10 -:rlﬁ‘d‘ 2009 ] Hoktong RT. 24 Kel. Kota Palembang |Kertapati |Sumarera Masjid | Wakaf |
f arjan \Keramasan Kec. Kertapati | ' Selatan  |Jami’
11 [Masiid Amilin| 2000 |1 Abikusno Cs RT. 26 Kota Palembang |Kertapati  |Sumatera |Masjid | Wakaf |
| IE:I Kemang Agung Kec. i |Selatan  |Jami’
| Aertapati | [
12 | Masjid ' [ -' 1 ' E T g
| m‘u, 2002 lﬂ_\;ﬁ }{a[z:irak RT.28 |Kota Palembang |Kertapari _T-Sumal:cra Masjid | Wk
| Kertapati - | ]
13 [Masjid : | - - S
l ﬁm:;m 2000 !&Kﬁlh{é;ugan RT. 38 RW. Kota Palembang | Kerapari | Sumatera ‘Masjid = Wakaf
. e s
14 [Masid Babus | 2000 | l !
E*Salam RT. 03 Kel.Keramasan Kota Palembang |Kertapati :nb"urnat:ra | Masjid | Wakaf
: - | {Selatan !Jami'
15 ‘Masjid Baitur | 2013 |Sei | !
‘Rahman zalm; ﬁ:?ﬂ 1:: KRT.  |Kota Palembang |Kertapati  [Sumatera [Masjid | Wakaf
f .' Kec. Etas « BATYRaya Selatan  Jami’
16 Masjid Baitus | 2001 |]1. Je |
[Fom i Kel. Kemang Agung Kec. Kota Palembang Kertapati ~ |Sumatera Masjid | Wiakaf
| i Kertapari Nt
17 'Masjid Bairut 2000 Lr. Hj. Daisah RT.03 RW
: . Hj. AL + Kota Pal 7
Taqwa 102 Kel. Karyajays Kee. cmbang [Kerapati |Sumatera [Masid | Wakar
| | | Kertapati pefatan - {amy’
18 [Masjid | 1952 |JLKH. M. Said RT ' |
! | . « VL, .07 Ko Pale i :
‘Bagiatus | IRW. 03 Kel. Karyajaya Kec. | ta Palembang |Kertapati  |Sumarera Masjid | Wiakaf
‘Sholihah [Kertapati | | Selatan  [Jami’
19 IHH]I& 1992 1L Ki Merogan Lr. B : = i
ol g s 1(:1, ];:1:; ‘Kota Palembang Kertapati | Sumatera |Masjid | Wakaf
Jannah ‘Rindo Kee. Kertapati Selatan Jami’ |
20 |Masjid Darul 1996 |Sungai Tengkora ': i
gkorak RT, : :
Abrol 29 Kel, Keramsan Kee, | Hembang (Kertapati |Sumatera [Masjid | Wakaf
: Selatan  |Jami' |
21 |Masjid Darul 1929  [RT. 15 Kel. Keramasa =
Barokah = Kota Palembang Kertapati  |Sumatera Masjid | Woakaf
22 Masjid Darul 2008 |Sei Bengking RT. 40 Selatan  |Jami’
: -40RW. (Ko -
Muttagin 10 Kel. Karyajaya Kec ta Palembang |Kertapati |Sumatera |Masjid | Wakaf
Kertapati Selatan Jami'
23 Masiid Darul | 1995 ]I Ki. Kemas |
: - Rindo Re. 32 : ]
Humqm KgLOm_n Blm KDHI Paleml:m*ug KEI.'I:HPBI[ g:;:‘a“m M“ﬂd Wﬂkﬂf
24 Masjid Darul | 1969  Sei Keramasan tan  |Jami’
: RT. 18 RW. |Kota =g
Muttagiun 06 Kel. Karyajaya Kec, Falembang |Kertapati | Sumatera [Masjid | Wak
(Taqwa) Kertapati Selatan | Jami'
25 |Masjid 2007 ]I Nilakandi
RT. 05 RW. bang g
Darussalam 02 Kel. Karyajaya Kec. Kota Palem Kertapati  |Sumatera Masjid | Wikat
Kertapari Selatan | Jami’
0.0
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26 Masjid 1973 KL""“ITE]!- Abikusno  |Kota Pale mh:r:g*l‘“:;upm \Sumatera |Masjid | Wakaf
{Istigomah Cs RT. 21 RW. 04 Kec. Selatan. . (nint’
| Kemang Agung Kec. l '
{ 'Knrtupati |
27 :M“!'id 1961 :Kmn;'llrlt Yonzikon 12 RT. [Kota Palembang | Kertapati ?Sumntcm Masjid | Wakaf
Iimqnmah 12 BW. 03 Kel. Kcmang iS-e]al_an Jami'
| ‘Agung Kec. Kertapari ' | 5
28 [Masjid Jami 1952 Ji Ki. Kemas Rindo Komp. |Kota Palembang | I{:rmpan \Sumatera | Masjid | Wakaf
;Rnudhﬁtuf |PT Remeco Rr, 21 Kel. Selatan Ijami'
Ibadah |Ogan Baru . .
29 ;Muiid Jamiul| 1930 |]I Pintu Besi Re. 01 Kel.  Kota Palembang {Ktrtapnri 'Sumatera |Masjid | Wakaf
Khoirot { |Ogan Baru (Belakang Paanr Selatan ;]ami'
| 'K:rmpm}
30 !M“ﬁd Ki. 1952 [JL. Ki, Banten RT. 26 RW. |Km'l Palembang [Kertapati  |Sumatera Masjid | Wakaf
‘Banten 06 Kel. Kertapari Selatan  |Jami’
31 | Masjid 1997 [JLKi KemasRindoLr.  |Kota Palembang |Kertapati |Sumatera |Masjid | Wikaf
Miftahul Santai RT. 26 Kel. Ogan Selatan | Jami’
Jannah Baru
32 Masjid 1971 I]I. H. Somad RT. 38 RW. |Kota Palembang |Kerrapad  |Sumatera | Masju:l Wakaf
(Mujahidin 05 Kel. Karjajaya Kec. Selatan  |Jami'
| Kettapati
33 |Masiid 1986  |JL. Sungai Bengkinang Kota Palembang |Kertapati  |Sumatera |Masjid | Wakaf
Nuroddin RT.31 RW. 32 Kel. | |Selatan | Jami’
. Keramasan Kec. Kertapati
34 ‘Masjid Nurul 2009  |JL Sei Keramasan RT. 25  |Kota Palembang Kertapati  |Sumaters |Masjid | Wakaf
{Hidayah RW. 09 Kel. Karyajaya Kec. Selatan  {Jami’
Kertapati
35 [Masjid Nurul | 1991 |Sungai Pedado RT. 20 RW. |Kota Palembang |Kertapati | Sumatera Masjid | Wakaf
Hidayah 21 Kel. Keramasan Kec. Selatan  |Jami’
Kertapati
36 Masjid Nurul 1973 |JL. Ki. Kemas Rindo RT. 29 | Kota Palembang [Kertapati  |Sumatera Masjid | Wakaf
Hidayah RW. 07 Kel, Kemas Rindo Selatan  {Jami®
37 |Masjid Nurul 1973 |JL Ki. Kemas Rindo RT. 29 |Kota Palembang Kertapati  |Sumarera Masjid | Wakaf
Hidayah RW. 07 Kel. Kemas Rindo Selatan  |Jamy’
38 Masjid Nurul | 1980  |JL Mataram | RT. 08 RW. |Kota Palembang |Kerapati  |Sumatera Masjid Wahf_'
Hidayah 02 Kel. Kemas Rindo Selatan  |Jami’
39. (Masjid Nurul | 1983 ]I Yusuf Singadikane RT. |Kota Palembang |Kertapati  |Sumatera Masjid | Wakaf
Huda 21 Kel. Keramasan Kec. Selatan  [Jami’
Kertapari :
40. Masjid Nurul | 1981  [Jl. Abikusno Cs RT. 10 |Kota Palembang | Kertapati  [Sumatera [Masjid | Wakaf
T RW. 02 Kel. Kemang Selatan  |Jami’
Agung Kec. Kertapari
41 Masjid Nurul | 1942 |RT. 06 Kel. Keramasan Kota Palembang Kertapari Sumatera (Masjid | Wakaf
Iman Kec. Kertapari : Selatan | Jami’
42 Masjid Nurul | 1971 |Sei Bunut RT. 23 RW. Kota Palembany |Kertapari Sumatera |Masjid Wakaf
Foan Dosul 08 Kel. Karyajaya Kec. . (Selatan  [Jami’
3 Masjid Nurul | 1993 []L. Mataram Ujung RT. 02 i [Sumatera Masjid | Wakaf
: Ma'unah RW. 01 Kel. Kemas Rindo Selatan  [Jami’
Rindo Rt. 38 |Kota Palembang [Kertapati  |Sumatera Masjid | W&
44 [Masjid Nurul | 1952 H.ﬁ-#m : Sumatera Masjid | Wakaf
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kan sesuai dengan tradisi masyarakat secara turun
femurtn.

Adapun wakaf
di kelurahan Kemang Agung menjalankan
amanahnya dengan baik. Harta benda wakaf
yang ada di sini telah memberikan manfaat yang
baik bagi masyarakat sekitarnya. Manfaat yang
diberikan dari harta wakaf yang ada di kelurahan
ini untuk kepentingan masyarakat sekirar,

b. Kelurahan/Desa Kemas Rindo

Di Kelurahan Kemas Rindo terdapat 8 masjid
dan 9 mushola. Adapun status kepemilikan
tanahnya menurut  Sartono  Damiri.® didak
tercatat. Jenis wakaf yang sering diberikan oleh
masyarakat di Kelurahan Kemas Rindo rtdak
diketahui, sehingga tidak diketahui kalaupun
ada harta benda wakaf di kelurahan di sini telah
didaftarkan/dicatat atau tidak, demikian juga
jumlah tanah wakaf yang terdafrar arau ridak
terdaftar tidak diketahui.

Nazhir yang mengurusi

Tata cara pendaftaran aset benda wakaf di
kelurahan Kemas Rindo tidak diketahui, sesuai
atau tidak berdasarkan aturan hukum dalam
melaksanakan wakaf, baik menurut hukum
Islam atau peraturan perundang-undangan wakaf
di Indonesia. Berdasarkan data yang didapat
ridak diketahui kapan wakaf dipraktekkan oleh
masyarakat di kelurahan ini. Demikian juga
berkaitan dengan siapa pengelola harta benda
wakafnya, oleh wakif atau mengangkat orang lain
sebagai Nazhir.

Tidak diketahui secara pasti praktik wakaf di
Kelurahan Kemas Rindo berkembang atau ridak
ada. Faktor yang menyebabkan wakaf berkembang
atau tidak berkembang tidak dapat disimpul-
kan. Demikian pula hal yang berkaitan dengan
pengelolaan wakaf, pola pengelolaan (manajemen)
vang tepat bagi pengembangan wakaf di kelurahan
ini. Sehingga tidak diketahui benda wakaf itu
lenyap dan/atau dapat memberikan kemaslahatan
berkelanjutan bagi masyarakat sekitarnya.

Ulyva Kencana
Tidak diketahui masyarakat
berwakaf uvang diberikan di masjid, yayasan,
lainnya, Hal  ini

gecarn  pasti
pesantren; atau e pat
berhubungan dengan masyarakat yang tidak
mengetahui tentang peraturan tenrang wakaf
di Indonesia yaitu UndangUndang Nomor 4
Tahun 2004 tentang Wakaf., Masalah sengketa
harta benda wakaf di kelurahan ini ridak diketahui
juga, sehingga tidak diketahui ada/tidaknya
sengketa wakaf serta faktor yang menyebabkan
terjadinya sengketa wakaf.

Tidak ada data yang memberikan keterangan
tentang Nazhiryang mengurusi wakaf di Kelurahan
Kemas Rindo menjalankan amanahnya dengan
baik atau ridak, harta benda wakaf yang ada di
ini telah memberikan manfaat yang baik atau
tidak bagi masyarakat sekitarnya, serta manfaat
yang diberikan dari harta wakaf itu sendiri bagi
masyarakat yang ada di Kelurahan Kemas Rindo.

c. Kelurahan/Desa Kertapati

Di Kelurahan Kertapati tidak ada aser harta
benda wakaf. Status kepemilikan  tanahnya
menurut Murgi Hertanto,” ridak tercarar, karena
seluruh tanah yang berada di Kelurahan Kertapati
status tanahnya adalah milik PT. KAL Jenis
wakaf yang sering diberikan oleh masyarakar di
Kelurahan Kertapati tidak ada, sehingga tidak ada
aset harta benda wakaf di kelurahan ini, demikian
juga jumlah tanah wakaf yang terdaftar atau tidak
terdaftar tidak ada.

Tata cara pendaftaran aset benda wakaf
di kelurahan Kertapati rtidakada, sesuai atau
tidak berdasarkan aturan hukum dalam me-
laksanakan wakaf, baik menurut hukum Islam
atau peraturan perundang-undangan wakaf di
Indonesia. Berdasarkan data yang didapar tidak
ada informasi tentang kapan wakaf diprakrekkan
oleh masyarakar di kelurahan ini. Demikian juga
berkaitan dengan siapa pengelola harta benda
wakafnya, oleh wakif atau mengangkat orang lain
sebagai Nazhir.

b2 , i ndo, Ke ti, Palembang, 6 Okwober 2017
Wawancara, Sartono Damiri, Lurah Kemas Rindo, Kertapa
55 Wawancara, Sartono Damirl, Lurah Kemas Rindo, Kertapati, Palembang, 6 Oktober 2017
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Praktik wakaf di Kelurahan Kertapati tidak
diketahui secara pasti berkembang atau tidak
adasama sekali. Faktor yang menyebabkan wakaf
berkembang atau tidak berkembang ridak dapat
disimpulkan. Demikian pula hal yang berkaitan
dengan pengelolaan wakaf, pola pengelolaan
(manajemen) yang tepat bagi pengembangan wakat
di kelurahan ini.Sehingga tidak diketahui benda
wakaf itu lenyap dan/atau dapat memberikan
kemaslahatan berkelanjutan bagi masyarakat
sekitarnya.

Tidak diketahui secara pasti masyarakat
berwakaf uang diberikan di masjid, yayasan,
pesantren, atau tempat lainnya. Hal ini ber
hubungan dengan masyarakat vang tidak
mengetahui tentang peraturan tentang wakaf di
Indonesiayaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 tentang Wakaf. Masalah sengketa harta
benda wakaf di kelurahan ini tidak ada karena
tidak ada asset harra benda wakaf di kelurahan ini,
teruma wakaf tanah. Sehingga ridak ada sengketa
wakaf serta faktor yang menyebabkan terjadinya
sengketa wakaf.

Demikian pula tidak terdapat data yang
memberikan keterangan rtentang Nazhir yang
mengurusi wakaf di  Kelurahan Kertapati
menjalankan amanahnya dengan baik atau tidak,
harta bendawakafyangadadiinitelah memberikan
manfaat yang baik atau tidak bagi masyarakat
sekitarnya, serta manfaat yang diberikan dari
harta wakaf itu sendiri bagi masyarakat yang ada
di Kelurahan Kertapati, karena memang tidak ada
perwakafan yang dilakukan oleh masyarakat di
kelurahan ini.

F. Kesimpulan Dan Saran

Dari  hasil penelitian yang dilakukan
berkaitan dengan “Peralihan Status Harta Benda
Wakaf dalam Perspektif Hukum pada Masyarkat
Kotamadya Palembang, Sumatera Selatan”
disimpulkan bahwa pelaksanaan perwakafan di
Kotamadya Palembang dalam perspektif hukum
belum sesuai dengan peraturan perundang-
undangan wakaf, yaitu Undang-Undang Nomor
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41 Tahun 2004 tentang Wakaf, karen, Miagi}
banyak dilakukan secara lisan. Jenis wyky »h;nl
. Vany

paling banyak dilakukan berdasarkan samp| s

diambil di Kotamadya Palembang di Ku-t.”mﬂ:

Bukit Kecil dan Kecamatan Kerrapari dibangy,

untuk kepentingan peribadatan berupa wakaf

tanah.

Peralihan status harta benda wakaf yap,
berada di Kotamadya Palembang yang dilakukgy
baik oleh masyarakat dan pemerintah belyy
teradministrasi dengan baik, meski ada sebagian
sudah tercatat sebagai harta benda wakaf (wakaf
tanah untuk peribadatan). Namun sebagian besar
belum diadministrasikan sesuai aturan hukum
wakaf Indonesia, karena dilakukan secara lisan.
Sehingga dengan demikian peralihan status harta
benda wakaf belum tercatat menurut hukum
Indonesia, Walaupun demikian harta benda
wakaf telah memberikan kemanfaatan bagi
masyarkat di bidang peribadatan  di wilayah-
nya masing-masing, karena Nazhir melakukan
rugasnya dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan di  Kotamadya Palembang yang
terletak di Kecamatan Bukit Kecil di Kelurahan
Kemang Agung, Kemas Rindo dan Kertapati; di
Kecamatan Bukit Kecil di Kelurahan 22 1lir dan
24 Ilir disarankan sebagai berikut.

I. Agar pelaksanaan perwakafan di wilayah
Palembang  dalam  perspektif  hukum
disesuaikan dengan peraturan perundang
undangan wakaf, harus diadministrasikan
agar tertata rapi dan untuk menghindari
persengketaan dikemudian hari. Dimaksud
kan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat
di bidang spiritual.

2. Peralihan status harta benda wakafyang berada
di Kotamadya Palembang dan Kabupaten
Banyuasin bagi berkemaslahatan masyarakat
belum terlaksana dan  diadministrasikan
sesuai dengan aturan hukum yang ada.

3. Peralihan status harta benda wakaf dilakuka”
secara lisan, belum dicatar atau terdata &
instansi pemerintah (Kantor Kecamat®™
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Kantor Lurah, Kantor Desa, Kantor Urusan
Agama), karena dahulunya hanya diserahkan
secara lisan ke masvarakat,.

4. Terdapar beberapa harta benda wakaf
memiliki status yang jelas sebagai benda
wakaf, yaitu wakaf tanah yang peruntukannya
bagi peribadatan masyarakat setempat,

Oleh karena itu perlu penyuluhan, sosialisasi
bagi masyarakar dan aparar pemerintah terkait
dengan pelaksanaan peralihan status harta
benda wakaf dan pemahaman tentang harta
benda wakaf itu sendiri secara merata dan
berkelanjutan untuk meningkat kesejahteraan
masyarakat baik di bidang spiritual, sosial dan
ekonomi masyarakat.
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